
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPIN'USAN M}]NI'ERI Pf,RI]NCANAAN PXMI}ANGIINAN NASIONAI./
KEPAIA I}ADAN PIR}]NCANA N PIMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KIlp. 12 4/M.ppN/\K/ tolZOT1
TEN'IANG

PERUI]AIIAN KEDT]A A1AS
KIPTIT('SAN MENTI]RI PER}]NCANAAN PDMI}ANGUNAN NASIONAL/

KIPAI/ I]ADAN PERINCANAAN PEMT]ANGIJNAN N SIONAI,
NOMOR Ktp.99  / M.ppN / UK/ 09 / 2077

TENfANG
P}]NGANGKA'IAN PTJABAT PEM}UAT KOMIMNN (PPK)

D N PryAI]AT PENANDA TANGAN SURAT P}]RINIAII M}]MBAYAR (PTsPM)

SA'I-I]AN KT]RJA KOMITI N SIONAL KIT]ANGAN SYARIAI I

MENI'IRI }'LRINCANAAN PI]MBANGT]NAN NASIONAI,/
KTPAII\ I]ADAN I'I]IU]NCANAAN PTMIJANGT]NAN NASIONAI,,

A4enimban.q a

lr

bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan
Penrbangunarr Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan
Nasional Nonror KEP.ggA/M.PPN/HK/ Og / 2017 terltang
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Penanda lhngan Surat Perintah Menrbayar (PPSPM) SatLran Kerja
Komite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana telah diubah
dengan Keplltrlsarl Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunatr Nasional Nonror
KEP.97lM.PPl.lrllK/07/2018 tentang Pengangkatan Pejabat

Pembuat Konritrnen (PPK) dan Pejabat Penanda Talrgan Surat
Perintah Menrbayar (PPSPA4) Satuan Kerja Komite Nasional
Keuangan Syariah;

bahwa dalaru langka etbktifitas scrla efisiensi kelancaran
per5ielolaan rlan penatausairaen kegiatan dan anggaran di Komite
Nasional Keuangal Syariah, perlu r.uengubah Pejabat Pembuat
Kornitrnen (PFK) Satrun Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;

bahwa pegawai yarrg nanranya tercantum dalam Lampirarr
Keputusan ini dianggap marnpu dan rlemenuhi persyaratan ulltuk
duduk dan rneiaksunakan lugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Satuan Kci'ja Komite Nasronal Keuangan Syaliah;

C

A,lengingat :



Mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2077 tentang Anggaran
Pend,apatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2078 (Ie.mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 233, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

Perattran Pemerintah Nomor 45 Tahun 201,3 tentang Tata Caru
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

Perataran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Bar ang / J asa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian NeSara;

Petatt;lan Presiden Nomor 65 Tahun 201.5 tentang Kementerian
P er enc anaan Pembangunan Nasional;

Peratsran Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bada:n
PerencanaAn Pembangunan Nasional sebagaimana telah dirbah
dengan Perattran Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

Perat,atan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional
Keuangan Syariah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembanglnan Nasional Nomor 5 Tahttn 2016
tentan8 Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelaporanl Pemantauan d,an

Evaluasi Kegiatan dan Angaran;

Peraturan Menteri Percncanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 201,7
tentang Organis asi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif
Komite Nasional Kuangan Syariah;

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP.24IM.PPN/HK/ 02/ 2077 tentang Pembentukan Satuan Kerja
Komite Nasional Keuangan Syariah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGI,JNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTIRI
PERENCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR
KEP.99A,/M.PPN/HK/O9/2O17 TENTANG Pf,NGANGKATAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPIO DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SI.]RAT
PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL
KEUANGAN SYARIAH.
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PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: Memberhentikan:

Nama : Arianto Christian Haftono, SE, MA

NIP 2 19850422 200901 1005

Gol : III/ c
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Komite Nasional
Keuangan Syariah.

: MenSanSkat:

Nama : Oktorika, SE.Ak, MM

NIP : 196910O3 199603 1O03

Gol : lY/b

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Komite Nasional
Keuangan Syariah.

: Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum IGDUA
sesuai kewenang annya dalam mengelola keuangan negaru wajib tefltb,
taat pada perafi an penmdang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan,, dan bertanggtmg jawab dengan memerhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab baik dari segi
keuangan maupur. segi fisik atat pelaksanaan kegiatan sebagaimana
ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebagai SKO.

: Sebagai tanda pngesahan, dalam l,ampiran Keputusan ini dicantumkan
taAda tangan serta paraf pejabat yang bercangkotan, dengan ketentuan
bahwa tanda tangan *rta paruf tidak sah,, apabila tidak sesuai dengan
yang tercantum dalam l,ampian Keputusan ini.

: Segala biaya yang diperlukan dalam rungka pelaksanaan tagas pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Ke4a dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPAI/, BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL,

oNEGoRoL

Tembusan .. .
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
7. Ketna Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Seketaris UtamaB^ppenaq'
3. Direktur Jender al Anggaran, Kementerian Keuangan;
4 . Direktur Jender al Perbendaharaan, Kementerian Kg'.angan;
5. InspekturUtafia,Baprynas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, danTata l,aksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yangbercangkutan.



LAMPIRAN
KEruTUSAN MENTf,RI PPN/KEPAI.A, BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 2 4 //M.PPN,/HW 10 / 2078
TANGGAL 31 OKTOBER2Ol8

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN GUNANNASIONAL,

oNEGoRol

Nama TandaTangan Paruf

Pejabat Pembuat Komitmen Satker
Komite Nasional Keuangan Syariah

Oktorika, SE.Ak, MM

NrP. 19691003 199603 1 003

fi./t

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

SAruAN KERJA KOMITT NASIONAI. KEUANGAN SYARIAH


